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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam mengungkap pelaku dari tindak pidana pencemaran nama baik 

sangat diperlukan beberapa barang bukti termasuk dari saksi dan korban dari 

tindakan pencemaran nama baik. dimana pada era globalisasi seperti saat ini telah 

membawa perubahan terhadap lapisan kehidupan masyarakat.Sehingga banyaknya 

terjadi berbagai tindak pidana,terutama tindak pidana pencemaran nama baik. 

Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran baik oleh 

berbagai pihak. Penyebabnya mulai dari adanya kesengajaan, menyerang 

kehormatan nama baik, menuduh melakukan suatu perbuatan, dan menyiarkan 

tuduhan supaya diketahui secara umum. Adapun fakta yang terjadi dalam 

masyarakat begitu beragam,seperti adanya kasus pencemaran nama baik yang 

jelas merugikan nama baik si korban. Banyaknya kasus pencemaran nama baik, 

ada yang di laporkan ke pihak kepolisian. Di Polresta Padang ada kasus yang di 

tindak lanjuti oleh Penyidik hingga tingkat Penyelidik dan Penyidikan.  

Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi kehormatan nama baik 

dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni : 

Ayat (1) : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik   

seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,yang maksudnya terang supaya  
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hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah” 

Ayat  (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang 

disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam 

karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun 

empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah” 

Ayat  (3) : “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika 

perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa 

untuk membela diri” 

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan 

terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh 

seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu 

akan tersiar (diketahui orang banyak)
1
. 

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu 

“menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya 

merasa “malu”. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan 

tentang nama baik, bukan “kehormatan”. 

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia 

yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama 

baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian 

                                                 

1
 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, 1995, hlm 226 
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halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, 

tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau 

Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, 

Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik
2
. 

Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap 

pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. 

Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan 

dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. 

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah 

menerima laporan dari korban yang merasa dicemarkan nama baiknya. Bagian 

penyidikan inilah yang paling penting dari proses perkara pidana karena pada 

proses ini akan dicari dan ditemukan barang bukti dan tersangka guna membuat 

terang tindak pidana yang telah terjadi. Berdasarkan hasil penyidikan inilah akan 

dapat dilanjutkan sistem peradilan pidana seperti penuntutan demi tercapainya 

keadilan dan kepastian hukum. 

Memperhatikan pengertian penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan KUHAP (Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dinyatakan Pasal 1 butir 2 bahwa 

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 

bukti,yang bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya”. 

                                                 

2
 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 47. 
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Pasal 310 KUHP butir 1 menyebutkan “Barang siapa sengaja menyerang 

kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,yang 

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran 

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah. Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik 

adalah kasus Kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang dalam kasus 

pencemaran nama baik yang terjadi di tempat kerja korban ELFRIDE MINCE Pgl 

MINCE menerangkan bahwa orang yang telah melakukan perkara penghinaan 

terhadap dirinya adalah seorang perempuan yang saksi korban kenal bernama 

SISKA EKA PUTRI Pgl SISKA. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang akan disusun dalam sebuah Skripsi dengan judul “Pelaksanaan 

Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus 

di Polresta padang)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana 

pencemaran nama baik? 

2) Apakah hambatan-hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak 

pidana pencemaran nama baik? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan atas latar belakang serta beberapa perumusan masalah yang 

diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana 

pencemaran nama baik. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyidik dalam melakukan 

penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Bertitik tolak dari uraian perumusan masalah yang menguraikan 

permasalahan Bentuk Laporan dan Pengaduan Dalam Penyidikan Perkara Pidana, 

maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

i. Secara Teoritis; 

Untuk peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu yang 

berkaitan langsung dengan Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak 

Pidana Pencemaran Nama Baik. 

ii. Secara Praktis; 

Untuk peneliti lain, dapat menjadikan dasar sebagai penelitian lebih lanjut 

mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran 

Nama Baik. 
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E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual 

A. Kerangka Teoritis 

Polisi sebagai penyidik suatu tindak pidana secara yuridis formal 

telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

yaitu pada pasal 6 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan penyidik 

adalah: 

a) Pejabat Polisi Republik Indonesia 

b) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang 

Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 2 ayat(1) huruf a yang menyatakan 

bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu 

yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi. 

Menurut R Soesilo, bahwa penyidikan asal katanya “sidik” berarti 

terang,jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Sidik berarti 

juga bekas (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari berkas-berkas 

terdapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua 

kata “terang” dan “bekas” arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya 

membuat terang kejahatan
3
. 

Dalam bidang reserse kriminal penyidikan itu biasa dibedakan 

antara: 

a. Penyidikan dalam arti luas, yang meliputi penyidikan, pengusutan dan 

                                                 

3
 R. Soesilo, 1974, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bogor: Politea, hlm 13 
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pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus-

menurus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian. 

b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan 

yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari reserse kriminal 

Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.. 

Tugas utama Penyidik ialah: 

1. Mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut 

membuat terang suatu tindak pidana pidana yang terjadi. 

2. Menemukan tersangka 

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-

bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, 

walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang 

apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah 

dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan 

tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk 

mengajukan tersangka ke pengadilan untuk disidangkan. Disini dapat 

terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk 

membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh 

penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta 

bukti-bukti yang ada di persidangan. 

Dalam suatu aturan hukum tidak akan berlaku tanpa ada upaya 

penegakan atas peraturan tersebut. Penegakan tersebut tidak hanya 

melibatkan aparat penegak hukum saja tetapi juga masyarakat selaku 
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objek. Dibutuhkan kesadaran masyarakat akan hukum atau disebut juga 

dengan istilah melek hukum, dimana masyarakat menyadari bahwa 

dalam menjalankan hak-haknya masyarakat juga diberi batasan-batasan 

oleh hukum. 

Penegakan hukum itu sendiri terdapat teori-teori sebagaimana yang 

diungkap oleh para ahli sebagai berikut: 

1. Teori penegakan hukum menurut John Graham penegakan hukum 

dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam 

pencegahan kejahatan. 

2. Menurut Hamis MC.Rae mengatakan bahwa penegakan hukum 

dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan 

hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli di bidangnya dan 

dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum 

mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang 

ditanganinya
4
. 

  Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan 

yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Diantara 

kejahatan-kejahatan yang di atur dalam hukum pidana, pencemaran nama 

baik merupakan suatu kejahatan yang secara langsung maupun secara 

tidak langsung yang di tujukan terhadap seseorang. 

Tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam 

                                                 

4
 http://mediaskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori yang sering dipakai.html.diakses hari selasa 

tanggal 7 mei 2013 jam 12.00 

http://mediaskripsi.blogspot.com/2010/02/teori-teori%20yang%20sering%20dipakai.html.diakses
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KUHP dalam Pasal 310 KUHP yang berbunyi “ Barang siapa sengaja 

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan 

suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, 

diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah “. 

Dengan melihat rumusan dari pasal tersebut dapat kita ketahui 

unsur-unsurnya antara lain : 

a. Unsur “ Dengan Sengaja “ 

b. Unsur Menyerang Nama Baik 

c. Unsur Menuduh Melakukan Sesuatu Perbuatan 

d. Unsur Menyiarkan Supaya Diketahui Umum 

Mengenai pengertian pencemaran nama baik pada dasarnya 

merupakan menuduh seseorang melakukan sesuatu pada hal yang 

dituduhkan tidak pernah terjadi. Dengan demikian pencemaran nama baik 

merupakan suatu tindak pidana yang sebelumnya mungkin tidak diketahui 

oleh masyarakat umum dan dapat dihukum dengan adanya aturan hukum 

dalam KUHP tentang pencemaran nama baik.  

 

B. Kerangka Konseptual 

1) Pelaksanaan maksudnya yaitu perihal (perbuatan,usaha) melaksanakan 

rancangan
5
. 

                                                 

5
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,2006,Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi 

Ketiga,Balai Pustaka,hlm:650 
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2) Penyidikan maksudnya yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti,yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
6
. 

3) Tindak pidana maksudya yaitu kelakuan yang dilakukan oleh seseorang 

berdasarkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan berakibat 

sanksi hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya
7
. 

4) Pencemaran nama baik maksudnya yaitu kesengajaan yang ditujukan 

untuk merusak nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang 

maksudnya supaya hal itu diketahui oleh orang lain   

Dalam kajian hukum pidana sendiri Tindak Pidana adalah perbuatan 

yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
 
 

Lamintang mengatakan bahwa tindak pidana atau (strafbaarfeit) itu 

sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu 

rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 

dihukum
8
. 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk mencapai hasil yang diharapkan dari penulisan guna memperoleh 

data yang akurat dan ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini perlu 

                                                 

6
 Pancar Utama,2002,Undang-Undang RI Tentang Kepolisian Negara RI dan Pertahanan 

Negara,hlm:5 

7
 Moeljatno,2002,Azas-Azas Hukum Pidana,Jakarta:Rineka cipta,hlm:55 

8
 PAV.Lamintang,1984,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung,Sinar Baru,hlm:174 
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dilakukan suatu penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut : 

A. Type dan Pendekatan Penelitian 

Type penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu 

pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku 

dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. 

Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis akan menjadikan data 

yang didapat dilapangan melalui studi dokumen dan wawancara sebagai 

bahan utama. 

Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan undang-

undang(statute approach)dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani
9
. 

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis,pendekatan undang-undang 

ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah 

konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-

undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau 

antara regulasi dan undang-undang. 

Kemudian dilain hal sangat diperlukan juga sebuah pendekatan 

kasus yang dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,yang menjadi pokok dalam 

pendekatan kasus berupa pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada 

                                                 

9
 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum,Prenada Media,hlm:93 



 

12 

 

suatu putusan.Perlu diketahui bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan 

studi kasus. 

Selain pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus harus 

mengetahui latar belakang apa yang dipelajari dalam perkembangan 

pengaturan mengenai isu yang dihadapi yang disebut dengan pendekatan 

historis.mengapa pendekatan historis diperlukan supaya dapat merubah 

pola pikir dan melahirkan sesuatu yang sedang di pelajari. 

B. Jenis Data 

Untuk mendapatkan data dan bahan materi yang dipergunakan 

dalam penyelesaian penulisan ini, akan menggunakan metode sebagai 

berikut : 

1. Data Primer, yaitu data pokok yang utama dan sebagai titik tolak 

dalam suatu hal.
10

 Khususnya dalam penelitian ini data tersebut 

diperoleh langsung dari penyidik Kepolisian Polresta Padang melalui 

wawancara yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian. 

2. Data Sekunder, yaitu semua data yang diperoleh dengan penelitian 

kepustakaan, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan 

lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian yang didapat dari : 

a. Bahan Hukum Primer, dimana memperhatikan dan mempelajari 

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum daripada laporan 

dan pengaduan juga dasar melakukan penyidikan (kepolisian). 

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

                                                 

10
 Soerjono Soekanto,2006,Metode Penelitian Hukum,Rajawali Pers,Jakarta,hlm:7 
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bahan hukum primer, berupa literatur-literatur yang terkait. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 Di dalam pengumpulan data, penulis menggunakan alat 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Studi Dokumen 

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa data 

yang terdapat dilapangan, Studi dokumen dilakukan terhadap 

rekapitulasi laporan tindak pidana pencemaran nama baik. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara 

peneliti dengan responden penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, 

disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk 

memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara 

dilakukan.  

D. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Data yang diperoleh da diperiksa/diteliti dari penelitian 

lapangan(field research) dan penelitian kepustakaan (library research) 

akan diolah dengan cara:Editing.Data yang telah diperoleh dari data 

dilapangan atau penelitian kepustakaan akan diedit terlebih dahulu guna 

mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai 
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dan lengkap,atau masih belum lengkap.Hal ini dilakukan untuk 

mendukung pemecahan masalah yang telahdirumuskan. 

2. Analisis data 

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah 

untuk mendapat suatu kesimpulan.Dalam penulisan ini,setelah data 

terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian 

yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul 

dengan tidak menggunakan angka-angka,tetapi berdasarkan pada 

peraturan perundang-undangan,pandangan pakar, termasuk pengalaman 

dalam penelitian. 
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